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“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyirah 5-6) 
“Jadilah pribadi terdidik melampaui orangtuamu, maka disitulah letak kebanggaan 
kami, orangtuamu” 
(Agung Darmodjo dan Titis Cahya Buana) 
“Kalau kita libatkan Allah dalam urusan kita, maka Allah sendiri yang melibatkan 
manusia untuk manyayangi kita” 
(Ustad Tengku Hanan Attaki) 
“Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan 
serta memperhalus perasaan” 
(Tan Malaka) 
“Education is the powerful weapon which you can use to change the World” 
(Nelson Mandela) 
 “Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat” 
(Winston Chuchill) 
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Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi Peraturan Pemerintah 
Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan 
permasyarakatan dalam pemberian remisi kepada justice collaborator sebagai 
upaya pemberantasan tindak pidana korupsi 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat 
penelitian preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
konseptual, pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan jenis dan 
sumber data penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum penulisan ini adalah dengan studi 
dokumen atau studi pustaka (library research). Teknik analisis bahan hukum yang 
digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang 
menggunakan pola berpikir deduktif. 
Berdasarkan hasil dari pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan bahwa 
implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata 
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan permasyarakatan dalam pemberian remisi 
kepada justice collaborator sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi 
membawa perbedaan pemberian hak narapidana (remisi) antara syarat narapidana 
biasa dengan syarat yang lebih diperketat untuk narapidana kejahatan luar biasa. 
Syarat yang diperketat dimaksudkan narapidana korupsi harus berstatus justice 
collaborator untuk mendapatkan hak remisinya. Kementerian Hukum dan HAM 
sebagai perwakilan pemerintah yang berwenang memberikan remisi dalam 
Lembaga Permasyarakata menafsirkan peraturan tersebut diskriminatif. Perbedaan 
tersebut berpotensi tidak tercapainya tujuan dari Peraturan Pemerintah tersebut 
serta pelemahan terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 
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Aggi Rafsanjani Akbar. 2013. E0013024. IMPLICATION OF THE 
GOVERNMENT REGULATION NO. 99 OF 2012 CONCERNING 
REQUIREMENTS AND PROCEDURES FOR IMPLEMENTING RIGHTS OF 
PRIVATE PEOPLE IN PROVIDING REMIERING TO JUSTICE 
COLLABORATOR AS EFFORT OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION. 
Thesis (Skripsi). Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2018. 
This research aims to determine the implications of Government Regulation 
No. 99 of 2012 on the terms and procedures for the implementation of the right of 
citizens in the remedy of correctional remission to the justice collaborator as an 
effort to eradicate corruption 
This study uses normative research method with prescriptive and applied 
research. This study uses statute approach, and case approach with type and data 
source in the form of primary and secondary legal materials. The techniques of 
collecting legal source of this study with document studies or library research. The 
techniques of analysis of legal materials used by writer in this research is by method 
of syllogism which use deductive thinking pattern. 
Based on the result of the discussion and research, it can be concluded that 
the implication of Government Regulation No 99 Of 2012 on Terms and Procedures 
for the Implementation of the Right of Citizens of Correctional Facility in the 
granting of remissions to the justice collaborator as an effort to eradicate 
corruption leads to differences in the provision of prisoners' with more stringent 
conditions for extraordinary criminal inmates. The tightened requirement is meant 
that corruption inmates must be justice collaborators to get their remissions right. 
The Ministry of Justice and Human Rights as a representative of the government 
authorized to provide remission in prison interpret the regulations discriminatory. 
The difference is potentially not achieving the objectives of the Government 
Regulation and the weakening of efforts to eradicate corruption. 
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